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ABSTRAK
Eka Cipta Sari, skripsi dengan judul Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur. Analisa data yang digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh variabel pengawasan terhadap variabel efektivitas, menggunakan instrument analisis koefisiensi korelasi product moment, perhitungan analisa menggunakan program SPSS 17,0 for windows. 

Populasi penelitian ini adalah semua pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil pada bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur berjumlah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang pegawai dijadikan sebagai responden penelitian atau dengan kata lain penelitian ini menggunakan metode sensus (sensus sampling). 

Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS for windows versi. 17, maka didapat hasil koefisien korelasi sebesar 0,406. dapat dilihat bahwa r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product moment adalah lebih besar dibandingkan r tabel korelasi product moment (0,406 > 0,329), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variable pengawasan keuangan terhadap variabel efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga Kabupaten Kutai Timur, 

Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi, didapat R Square atau r2 sebesar 25%. Sehingga berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh pengawasan keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga Kabupaten Kutai Timur, adalah sebesar 25%, dan sebesar 75% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t hitung, dapat diketahui bahwa besar t hitungnya adalah 3.240. dari hasil tersebut kalau dibandingkan dengan t table maka didapat t hitung> t tabel (3.240 >1.688), dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pengawasan keuangan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga Kabupaten Kutai Timur.
Kata Kunci : Pengawasan, Efektivitas 
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 
Gerakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah saat ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) baik pada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota  sampai kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) salah satunya adalah transparansi pengelolaan anggaran atau keuangan dalam rangka menjalankan tugas pekerjaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Gerakan reformasi birokrasi tersebut di atas khususnya pengelolaan keuangan merupakan konsekuensi logis pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang  Nomor. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, salah satunya adalah terjadinya perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi penganggaran. Reformasi tersebut meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Perubahan dari traditional budget ke performance budget (anggaran kinerja), merupakan usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut: komprehensif dan komparatif, terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas, analisis total cost dan benefit, berorientasi input, output, dan outcome, dan adanya pengawasan kinerja anggaran.
Pengawasan dengan pendekatan kinerja pada dasarnya disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatanyang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.
Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 74 tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah) pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya juga disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.
Ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 (tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah) pasal 40 menyebutkan bahwa pengawasan satuan internal. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD.
Implikasi terhadap sistem penganggaran adalah bahwa target yang ada dalam anggaran idealnya dapat dicapai. Jadi pada dasarnya konsep teori penetapan tujuan adalah bahwa seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Hal yang sama juga berlaku bagi pihak yang melakukan pengawasan terhadap anggaran, bahwa pemahaman yang baik terhadap tujuan yang tercantum di dalam anggaran akan mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukannya. Sesuai dengan yang disebutkan dalam teori ini bahwa faktor penentu bagi seseorang terhadap bagaimana ia mengerahkan usaha/upayanyaadalah terletak pada tujuan individu itu sendiri dan sejauh mana tanggung jawabnya terhadap tujuan tersebut, maka baginya pengawasan terhadap anggaran adalah bentuk tanggung jawabnya selaku pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan pekerjaan.
Pendekatan teori pengawasan tersebut di atas yang dikemukakan oleh para pakar administrasi dan manajemen, ternyata pada saat implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan jajaran terkait tidak semudah yang kita bayangkan, penerapan pengawasan banyak ditemukan kendala atau permasalahan, mengingat perilaku dan tuntutan pegawai cepat berubah dalam kondisi yang berbeda. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan di lingkungan kantor pemerintah tidak semudah yang kita bayangkan, adanya gap atau kesenjangan antara antara teori pengawasan dengan kenyataan pada tahapan implementasi pengawasan. 
Uraian fakta fenomena tersebut di atas, menurut pengamatan penulis pada bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur pengawasan yang dilakukan selama ini cukup baik, namun disisi yang lain masih ditemukan adanya gejala kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan aparat terkait terhadap penggunaan anggaran atau keuangan, hal ini terlihat masih adanya kelemahan penggunaan anggaran yang cenderung konsumtif, selain itu juga menurut dugaan penulis terdapat ada beberapa kelemahan dengan mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan, misalnya kurang optimalnya dalam proses mengidentifikasikan penyimpangan (devisi), dan lambannya dalam menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi dalam perbaikan pengelolaan anggaran.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, mendorong menarik minat penulis untuk mengetahui dan  menggambarkan bagaimana pengaruh pengawasan terhadap efeketivitas pengelolaan keuangan, sehingga penulis memilih judul : Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.
III. PERMASALAHAN
1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan sebelumnya, penulis rumuskan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut : Apakah pengawasan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.
III. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian


Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2015 : 11). 

3.2. Populasi, Sampling dan Sampel

Sesuai dengan gambaran  lokasi penelitian dan karaktersitik responden penelitian, maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah semua  pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil pada bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur berjumlah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang pegawai dijadikan sebagai responden penelitian atau dengan kata lain penelitian ini menggunakan metode sensus (sensus sampling), dengan pertimbangan status responden sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebagian besar menduduki jabatan struktural memahami berkaitan dengan pengelolaan keuangan kantor dan selain itu juga untuk mendapatkan data primer yang akurat baik dari aspek validitas maupun realibilitas datanya.

3.3. Variabel Penelitian 



Dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis menetapkan batasan indikator-indikator dari masing-masing variabel independen dan dependen sebagai berikut  :

1. Pengawasan keuangan sebagai independen variabel, indikatornya:

a) Penetapan standard
b) Mengukur atau membandingkan
c) Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi
2. Efektivitas pengelolaan keuangan sebagai dependen variabel indikatornya terdiri atas :

a) Pengarahan
b) Pertanggungjawaban
c) Efesiensi
Sumber :  Permendagri Nomor 12 Tahun 20016. Tentang Pedoman 

                Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Riset Kepustakaan, disini penulis mengadakan penelaahan kepustakaan guna mendapatkan informasi ilmiah berupa teori dan konsep yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Riset Lapangan, disini penulis mengadakan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan dimana obyek penelitian berada.  Untuk penelitian lapangan ini penulis melakukannya dengan beberapa metode, yaitu :

a.  Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala subyek yang diselidiki.  Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi partisipan, artinya penulis tidak mengambil jarak dengan subyek yang diselidiki, melainkan merupakan bagian dari subyek yang diteliti.  Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar data dan informasi yang diperoleh lebih valid adanya.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab kepada responden, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.

c. Angket

Disini penulis membuat angket/daftar pertanyaan dan menyebarkannya kepada seluruh responden yang di teliti.

3.5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data variabel pengawasan pengelolaan keuangan dan efektivitas yang diperoleh melalui daftar pertanyaan penulis menggunakan teknik analisa data kuantitatif, yaitu analisa yang digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y), yaitu dengan menggunakan uji statistik:Koefisiensi Korelasi Product moment. Sedangkan koefisiensi Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar (persentase) pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas pekerjaan umum Kabupaten Kutai Timur. Dinas pekerjaan umum merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Timur.
Berkaitan dengan jumlah aparatur sipil negara (ASN), dapat digambarkan pada table di bawah ini.
Tabel 3.

Deskripsi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten Kutai Timur

	No.
	Deskripsi
	Jumlah

	1.
	Jenis Kepegawaian
	

	
	PNS
	72  orang

	
	Honorer
	43  orang

	2.
	Jenis Kelamin
	

	
	Laki – Laki
	54  orang

	
	Perempuan
	52  orang

	3.
	Pendidikan 
	

	
	SLTA
	61  orang

	
	Diploma
	7  orang

	
	S1
	32  orang

	
	S2
	                     6  orang

	4.
	Umur 
	

	
	20 – 30  tahun
	47  orang

	
	31 – 40  tahun
	34  orang

	
	41 – 50  tahun
	25  orang

	
	>50  tahun
	10  orang


             Sumber  :  Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten Kutai Timur, 2016
Sedangkan jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum di Bagian Bina Marga sebanyak 4 orang pejabat eselon, sebanyak 32 orang berstatus PNS dan  sebanyak 71 orang pegawai TK2D (Tenaga Kerja Kontrak Daerah). 
4.2. Analisa dan Pembahasan
a. Peranan Pengawasan Keuangan 

Pencapaian target efektivitas pengelolaan keuangan kantor, salah satu faktor penting dan sangat menentukan adalah peranan pengawasan atau controlling yang dilakukan oleh pimpinan sebagai salah satu fungsi dan prinsip penting dari kegiatan administrasi dan manajemen.

Pada hakekatnya tujuan pengawasan keuangan adalah mengamati pengeluaran keuangan, misalnya dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditanggulangi dengan memberikan koreksi perbaikan yang akan datang.

Selain itu, penekanan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output menunjukkan bahwa anggaran yang berbasis kinerja kualitasnya juga ditentukan oleh adanya evaluasi terhadap anggaran tersebut serta keberhasilannya ditentukan oleh adanya pengawasan yang efektif.

Berdasarkan data pada tabel enam di atas, dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang pertanyaan apakah pengawasan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dapat mengukur dan membandingkan antara stándar yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada, sebanyak 1 orang pegawai atau sebesar 2,78 % menjawab sangat mampu,  sebanyak 15 orang pegawai atau sebesar 41,66% menjawab mampu, dan sebanyak 20 orang pegawai atau sebesar 55,56% menjawab cukup mampu. Hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan yang telah dilakukan oleh unsur pimpinan telah mampu membandingkan antara estándar yang ada dengan kenyataan yang ada tidak banyak terdapat penyimpangan tang melanggar peraturan tentang pengelolaan keuangan sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan.
Menurut pengamatan penulis pada saat melakukan penelitian, memang pimpinan langsung melakukan pengawasan terhadap pengeluaran keuangan yang dilaporkan oleh bandahara atau bagian keuangan. Selain itu juga unsur pimpinan melakukan pengawasan langsung ini dapat berbentuk tindakan inspeksi langsung, on the spot observasi (observasi ditempat), on the spot report (laporan ditempat) dan pengawasan tak langsung. 

Menurut saran penulis, untuk meningkatkan kinerja pengawasan keuangan yang akan datang perlu diperhatikan perencanaan keuangan yang baik, karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka hal ini secara logis berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan ialah menyusun rencana yang sesuai dengan kebutuhan baik kantor maupun kebutuhan untuk operasional.

Berdasarkan data pada tabel lima di atas, dapat diketahui bahwa jawaban responden dengan pertanyaan  apakah pengawasan mampu mengidentifikasi (deviasi) efektivitas penggunaan anggaran, sebanyak 4 orang pegawai atau sebesar 11,11% menjawab sangat mampu, sebanyak 22 orang pegawai atau sebesar 61,11% menjawab cukup mampu, kemudian sebanyak 10 orang pegawai atau sebesar 27,78 %  menjawab mampu, hal ini bahwa pengawasan keuangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur telah mampu mengidentifikasi (deviasi) efektivitas penggunaan keuangan.
Pengawasan keuangan yang telah dilakukan selama ini, sesuai dengan tujuan dari pengawasan adalah mengidentifikasi dan mencari serta  memberitahu kelemahan-kelemahan yang dialami dan dilakukan dan kemudian diikuti dengan cara-cara untuk memperbaiki dan mengatasinya. Menurut Henry Fayol dalam bukunya General Industrial Management yang dikutip oleh Sarwoto (2002; 94), mengatakan bahwa dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meliputi apakah segala sesuatu tercapai atau sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki. 

Berdasarkan jawaban responden tentang  apakah pengawasan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dapat mengukur dan membandingkan antara stándar yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada, sebanyak 47 orang pegawai atau sebesar 47,96 % menjawab mampu,  sebanyak 37 orang pegawai atau sebesar 39,80% menjawab cukup mampu, dan sebanyak 2 orang pegawai atau sebesar 2,04% menjawab sangat mampu, hal ini berarti bahwa hasil pengawasan keuangan yang dilakukan selama di Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timurmampu mengukur dan membandingkan antara standar keuangan dengan kenyataan yang ada, misalnya untuk pertanggungjawaban keuangan tahun ini lebih baik dari tahun kemaren baik pengeluaran rutin kantor maupun biaya operasional lainnya.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pengawasan keuangan bertujuan untuk mengukur, membandingkan,  menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Pengawasan keuangan diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efesiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. 

Pertanyaan pokok yang berkaitan dengan pengawasan keuangan adalah seberapa besar tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya, maka perlu diambil tindakan-tindakan perbaikan untuk masa yang akan datang.
Berdasarkan jawaban responden tentang  apakah hasil pengawasan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dapat menentukan tindakan perbaikan atau koreksi menjadi materi rekomendasi  yang akan datang. Berdasarkan data pada tabel tujuh di atas, dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang pertanyaan
 apakah hasil pengawasan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dapat menentukan tindakan perbaikan atau koreksi menjadi materi rekomendasi  yang akan datang, sebanyak 4 orang pegawai atau sebesar 11,10%  menjawab sangat bermanfaat, sebanyak 16 orang pegawai atau sebesar 44,45% menjawab bermanfaat, dan juga sebanyak 16 orang pegawai atau sebesar 44,45% menjawab cukup bermanfaat. hal ini berarti bahwa hasil pengawasan internal maupun eksternal oleh instansi terkait menjadi vahan perbaikan atau koreksi dan menjadi materi rekomendasi untuk penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efesien.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai tuntutan clean and transparancy goverment serta semangat reformasi birokrasi telah menerapkan  sistem anggaran kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. 
b. Efektivitas Pengelolaan Keuangan 

Efektivitas pengelolaan keuangan antara lain  menyoroti tercapainya sasaran tepat pada waktunya berkaitan dengan penggunaan keuangan, meskipun sumber dana dan daya tertentu sudah dialokasikan, efektivitas keuangan tetap tidak membenarkan adanya pemborosan dana dalam bentuk apapun.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektifitas pengelolaan keuangan adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan khususnya pengelolaan anggaran.
Berdasarkan jawaban responden tentang apakah pengarahan yang dilakukan pimpinan atau unsur pimpinan telah sesuai dengan perencanaan dan tujuan penggunaan keuangan selama ini, berdasarkan data pada tabel delapan di atas, dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang pertanyaan apakah pengarahan yang dilakukan pimpinan atau unsur pimpinan telah sesuai dengan perencanaan dan tujuan penggunaan keuangan selama ini, sebanyak 5 orang pegawai atau sebesar 13,89 persen menjawab sangat sesuai, sebanyak 9 orang pegawai atau sebesar 25,00% menjawab sesuai, sebanyak 20 orang pegawai atau sebesar 55,55% menjawab cukup sesuai, kemudian sebanyak 2 orang pegawai atau sebesar 5,56 % menjawab kurang sesuai, hal ini berarti bahwa pengarahan pimpinan atau lembaga pengawas lainnya telah sesuai dengan perencanaan dan tujuan penggunaan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 12 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan jawaban responden tentang apakah para pegawai memahami pertanggung jawaban penggunaan keuangan masing-masing bidang, sebanyak 6 orang pegawai atau sebesar 16,67 % menjawab sangat memahami pertanggungjawaban, sebanyak 8 orang pegawai atau sebesar 22,22% menjawab memahami, sebanyak 21 orang pegawai atau sebesar 58,33% menjawab cukup memahami, sebanyak 1 orang pegawai atau sebesar 2,78 % menjawab kurang memahami. hal ini berarti bahwa sebagian besar pegawai pada Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagian besar memahami pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah, hal ini menurut dugaan penulis didukung oleh tingkat pendidikan, pengetahuan pengawai tentang pertanggungjawaban keuangan, selain itu juga ada pertisipasi pegawai, khususnya bendahara dan bagian keuangan lainnya adanya training atau pelatihan tentang pengelolaan keuangan berbasis kinerja saat ini terus ditingkatkan.

Berdasarkan jawaban responden tentang apakah penggunaan keuangan dalam dua tahun terakhir ini efesien dari segi waktu, biaya dan tenaga, sebanyak 2 orang pegawai atau sebesar 5,56% menjawab efesien, sebanyak 21 orang pegawai atau sebesar 58,33% menjawab cukup efesien, sebanyak 12 orang pegawai atau sebesar 33,33% menjawab kurang efesien, kemudian sebanyak 1 orang pegawai atau sebesar 2,78% menjawab kurang efesien, hal ini berarti bahwa penilaian responden bahwa penggunaan keuangan di Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, cukup efesien dari aspek waktu artinya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan, dana telah dihabiskan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan. Pengertian efesien disini berbeda dengan sektor swasta, tetapi lebih mengarah kepada tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran dalam penggunaan keuangan.

Konsep efesiensi pengelolaan keuangan dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilankeputusan (Mardiasmo, 2002).
Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa penyusunan anggaran yang berbasis kinerja diharapkan menghasilkan anggaran yang lebih berkualitas. Dalam anggaran yang berbasis kinerja pembuatan prioritas tujuan untuk setiap kegiatan atauprogram menunjukkan tingkat kejelasan anggaran tersebut, sedangkan pendekatan yangsistemik dan rasional menunjukkan tingkat keakuratan dari anggaran yang disusun.
Pendekatan implementasi value for money dan pengawasan atas kinerja output menunjukkan bahwa anggaran yang berbasis kinerja kualitasnya juga ditentukan olehadanya evaluasi terhadap anggaran tersebut serta keberhasilannya ditentukan oleh adanya pengawasan yang efektif.
c. Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur.
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS for windows versi. 17, maka didapat hasil koefisien korelasi sebesar 0,406, untuk menentukan signifikan antara pengaruh pengawasan terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga Kabupaten Kutai Timur, maka harus dibandingkan antara r yang diperoleh dengan rumus korelasi product momentdengan r pada tabel (r tabel). Jika dilihat pada r tabel koefisiensi korelasi product momentdengan taraf signifikansi 5% untuk N = 36, diperoleh nilai r tabel = 0,329.

Jika dibandingkan dengan nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product moment, maka dapat dilihat bahwa r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product momentadalah lebih besar dibandingkan r tabel korelasi product moment (0,406 > 0,329), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variable pengawasan keuangan terhadap variabel efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga Kabupaten Kutai Timur, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan  maka semakin baik pula efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga Kabupaten Kutai Timur. Dengan kata lain adalah apabila salah satu variabel mengalami peningkatan, maka variabel yang berkorelasi juga mengalami peningkatan dan begitu juga sebaliknya, apabila salah satu variabel mengalami penurunan maka variabel yang berkorelasi juga akan mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat di terima, yaitu ada pengaruh yang positif dan signifikan antara vaiabel pengawasan dengan efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga Kabupaten Kutai Timur.

Melalui tabel interpretasi diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengaruh  atau hubungan antara variable pengawasan terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga Kabupaten Kutai Timur, berada pada kategori sedang. Dari hasil rxy sebesar 0,406, maka menurut interpretasi diatas jelas menunjukkan adanya korelasi yang diantara 0,40 – 0,59, maknanya adalah bahwa hubungan antara variable pengawasan dengan efektivitas kerja berada pada level  katagori sedang, 

Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi, dengan bantuan program SPSS for windows ver.17, maka didapat R Square atau r2 sebesar 25%. Sehingga berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh pengawasan keuangan terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga Kabupaten Kutai Timur, adalah sebesar 25%, dan sebesar 75% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Maknanya adalah bahwa sebesar 25% efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga Kabupaten Kutai Timur di pengaruhi oleh faktor pengawasan keuangan yang dilakukan unsur pimpinan, dan sebesar 75%  efektivitas pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Berdasarkan hasil perhitungan t hitung yang talah dilakukan dengan bantuan program SPSS for windows ver. 17. Maka dapat diketahui bahwa besar t hitungnya adalah 3.240. dari hasil tersebut kalau dibandingkan dengan t table maka didapat t hitung> t tabel (3.240 >1.688), dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pengawasan keuangan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga Kabupaten Kutai Timur.

Perhitungan tersebut di atas menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian di terima bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara vaiabel pengawasan dengan efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga Kabupaten Kutai Timur.

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh teori manajemen dan administrasi bahwa pengawasan keuangan yang baik sangat diperlukan dalam rangka mencapai efektivitas pengelolaan keuangan. Penekanan pada konsep dan pendekatan value for money dan pengawasan atas kinerja output menunjukkan bahwa anggaran yang berbasis kinerja kualitasnya juga ditentukan oleh adanya evaluasi terhadap anggaran tersebut serta keberhasilannya ditentukan oleh adanya pengawasan yang efektif.

Konsep dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan,  menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efesiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Pertanyaan  pokok yang berkaitan dengan pengawasan anggaran adalah seberapa besar tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran.

Hasil analisa penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Bagian Bina Marga DPU Kutai Timur sesuai dengan panduan  Permendagri Nomor 12 Tahun 20016. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
V.P E N U T UP

5.1. Kesimpulan
Dari hasil analisa data penelitian yang dilakukan pada Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut   ;
1. Berdasarkan hasil pengawasan internal maupun eksternal, berdasarkan jawaban mayoritas responden efektivitas pengelolaan keuangan pada Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten Kutai Timur telah berjalan dengan baik dan efektif, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 12 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
2. Dari hasil perhitungan yang diperoleh  harga r hitung sebesar 0,406 kemudian dibandingkan dengan harga kritik pada tabel r Produk Moment pada N = 36 dengan taraf signifikansi 95 %  diperoleh harga kritik = 0,329. Dengan demikian terbukti : r hitung = 0,406 > r tabel = 0,329  pada σ = 95 %, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan  antara pengawasan keungan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat di terima, yaitu  adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan keuangan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten Kutai Timur.

3. Berdasarkan hasil perhitungan koefisiensi determinasi diperoleh nilai  R Square atau r2 sebesar 25%. Sehingga dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 25%, dan sebesar 75% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.

5.2. Saran  

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk peningkatan peran pengawasan keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, sebagai berikut :
1. Perlunya peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan yang efektif, sangat menentukan implementasi pendekatan value for money dan pengawasan atas kinerja output menunjukkan bahwa anggaran yang berbasis kinerja kualitasnya juga ditentukan oleh adanya evaluasi terhadap penggunaan keuangan.
2. Perlunya upaya peningkatan pengendalian terhadap penggunaan keuangan, sehingga kebocoran dapat dihindarkan, hal ini dapat dilakukan  dengan  meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara unit, sehingga tiap hambatan dapat diantipiasi dan dicarikan jalan keluarnya.
3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pengawasan keuangan antara lain, yaitu penetapan standar berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya,  dan waktu. Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Mengidentifikasikan penyimpangan (devisi), dan menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi untuk perbaikan masa yang akan datang.
4. Figur dan teladan pimpinan, salah satu kata kunci keberhasilan fungsi pengawasan, oleh sebab itu perlu peran pimpinan sebagai contoh bawahan berkaitan efektivitas penggunaan keuangan kantor.
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